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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas tentang Analisis Pengaruh Penerapan Sistem 
Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi 
terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatana dan Belanja Daerah 
(APBD) yang akan dilaksanakan pada bagian Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Rembang. Dalam penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui arah realisasi anggaran pada Sekretariat, mengetahui keefektifan dan 
keefesiensian dari system pengawasan melekat dan membuktikan bahwa prinsip 
transparansi sudah optimal dalam penyelenggaraannya. Sumber data dan metode 
pengumpulan data penelitian utama yang diperlukan adalah menggunakan data 
primer yaitu sumber data yang diperoleh dari responden melalui survey, kuesioner 
dan purposive sampling. Analisis data menggunakan Smart Partial Least Square 
(SmartPLS).  

 
Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, APBD. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This study discusses the Analysis of Application Effect on Financial 

Information Systems, Embedded Control System for Accountability and 
Transparancy Budget Management and Expenditure (Budget) will be held at the 
Secretariat of the Regional Representatives Council (DPRD) Rembang. In this 
study aims to determine the direction of the realization of the Secretariat budget, 
determine the effectiveness of the regulatory system and efesiensian attached and 
prove that the principle of transparency is optimal in its implementation. Sources of 
data and methods of data collection that is needed is a major research using 
primary data source is the data obtained from respondents through surveys, 
questionnaires and purposive sampling. Analysis of the data using the Smart 
Partial Least Square (SmartPLS) 

 
Keywords: Transparency, Accountability, Budget. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut UNDP (United Nation Development Program), akuntabilitas 

merupakan salah satu prinsip dari good governance, yang menyebutkan bahwa 

akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. 

Sedangkan menurut Turner dan Hulme (1997), bahwa akuntabilitas merupakan 

konsep yang komplek yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas 

korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk 

lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya 

pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan prinsip akuntabilitas sangat penting dan perlu diperhatikan 

untuk dilaksanakan karena prinsip ini dapat membantu badan atau instansi 

pemerintahan dalam pertanggungjawaban kepada publik, baik segi hasil maupun 

segi finansial melalui pemeriksaan keuangan yang digunakan penilaian atas 

kinerja yang diperoleh. Akuntabilitas hasil tersebut sebenarnya tidak melihat dari 

segi input maupun output melainkan melihat dari segi outcome-nya. Sedangkan 

akuntabilitas finansial melihat penggunaan dana secara efektif dan efesien serta 

tidaknya kebocoran dana tersebut. Dan juga bahwa prinsip akuntabilitas ini 

dianggap sangat menguntungkan apabila prinsip ini diterapkan untuk proses 

pengelolaan keuangan, terutama keuangan yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada instansi-instansi pemerintahan 

daerah. 
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Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD 

pada instansi-instansi pemerintahan daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam 

Pasal 156 menjelaskan bahwa kepala daerah  adalah  pemegang kekuasaan  

pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala 

daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, 

serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan 

demikian, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari 

APBD dilaksanakan oleh para pejabat daerah dalam hal ini para kepala instansi 

pemeintah daerah, yang selnjutnya dilaporkan kembali hasil pelaksanaan tersebut 

kepada pelimpah kekuasaan keuangan dalam hal ini adalah kepala daerah. 

Dengan keadaan yang demikian itu maka pemerintah mengeluarkan UU 

Nomor 33 Tahun 2004 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem informasi keuangan daerah 

menurut Departemen Keuangan RI (2006) adalah suatu sistem yang 

mendokumentasikan, mengadministrasikan, mengelola data pengelolaan keuangan 

daerah, data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat 

sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah.  

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik salah 

satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). 

Menurut Forum dosen akuntansi sektor publik (2006) bahwa transparansi berarti 

keterbukaan (opennsess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait 

dengan aktivitas pengelolaan seumber daya publik kepada pihak – pihak yang 
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membutuhkan informasi. Untuk mempermudah proses pengelolaan APBD, 

pemerintah daerah berusaha menggalakkan penerapan sistem informasi yang 

dapat membantunya untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah dalam 

jangka periode tertentu kepada publik. Hal ini juga diungkapkan oleh Mardiasmo 

(2002) bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan 

menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan 

masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, 

akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.  

Demi mendukung pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBD maka 

sebuah sistem informasi keuangan daerah yang menganut prinsip transparansi 

tersebut harus disertai dengan sistem pengendalian, karena fungsi sistem 

pengendalian merupakan alat untuk menjaga asas transparansi yaitu asas yang 

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 

jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.  

Dalam pemerintahan, digunakan istilah sistem pengawasan untuk mengacu 

penggunaan istilah sistem pengendalian karena secara formal hanya bersifat 

memberikan saran dan secara murni tidak memiliki hak untuk melakukan koreksi. 

Menurut Anthony dan Govindrajan (2011) bahwa sistem merupakan suatu cara 

tertentu dan biasanya bersifat pengulangan untuk melakukan sekelompok 

aktivitas. Namun, berbeda dengan pendapat Krismiaji (2005) bahwa sistem ini 

dapat didefinisikan serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai 

serangkaian tujuan. 
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Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) 

(2003) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah sustu 

kegiatan untuk memperoleh kepastian dari pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan 

yang telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Sedangkan menurut Baswir 

(1995 dalam Ulum MD 2009), pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang 

dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, 

memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat 

dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. 

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) 

(2003), bahwa bentuk-bentuk pengawasan adalah sebagai berikut: 

1. Pengawasan Fungsional 

Pengawasan fungsional adalah setiap upaya pengawasan yang 

dilaksanakan oleh aparat yang ditunjuk khusus untuk melakukan audit 

secara independen terhadap obyek yang diawasinya. 

2. Pengawasan Melekat 

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 tentang Pedoman 

Pengawasan Melekat disebutkan bahwa pengawasan melekat merupakan 

serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-

menerus, dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif 

dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara 

efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan 

perundangan yang berlaku.  
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Sistem pengawasan melekat di instansi pemerintah pada hakikatnya hanya 

untuk menghindari adanya tindak penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan 

yang akan dicapai. Melalui sistem pengawasan melekat diharapkan dapat 

membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan 

yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.  

Penelitian yang diangkat ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan 

oleh Widyaningsih, Triantoro dan Wiyantoro (2011) yang meneliti mengenai 

hubungan efektifitas sistem akuntansi keuangan dan pengendalian intern dengan 

kualitas akuntabilitas keuangan: kualitas informasi laporan keuangan sebagai 

variable intervening. Dengan merepelikasi penelitian yang telah dilakukan oleh 

Widyaningsih, Triantoro dan Wiyantoro (2011), penulis hanya ingin mengetahui 

apakah ada perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan saat ini di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Rembang. Penelitian ini menggunakan sampel yang berbeda dan terdapat 

perubahan variabel dari penelitian sebelumnya. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah sistem informasi keuangan daerah, pengawasan melekat dan 

prinsip transparansi sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah 

akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

Adapun pemilihan lokasi penelitian di DPRD Kabupaten Rembang 

diambil dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1) DPRD merupakan unsur 

pemerintahan daerah yang pembiayaan pelaksanaan tugasnya bersumber dari 

APBD yang sudah barang tentu harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel; 

2) Untuk saat ini, DPR dan DPRD menjadi sorotan publik baik yang menyangkut 
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kinerjanya maupun anggarannya, sehingga menarik untuk diteliti; 3) Penulis 

berasal dari Kabupaten Rembang, sehingga akan lebih memudahkan pengambilan 

data-data yang diperlukan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul ”Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan 

Daerah, Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah penerapan sistem informasi keuangan daerah mempengaruhi 

secara signifikan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD)? 

2. Apakah penerapan sistem pengawasan melekat mempengaruhi secara 

signifikan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD)? 

3. Apakah penerapan prinsip transparansi mempengaruhi secara signifikan 

akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD)? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan ini tidak terlalu luas maka penulis membatasi 

permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan agar pemecahan masalah dapat terarah. 

Maka penelitian ini mempunyai batasan meliputi: 

1. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pemerintahan daerah 

yaitu DPRD Kabupaten Rembang  

2. Responden yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 

karyawan-karyawan yang berada di Sekretariat DPRD Kabupaten 

Rembang. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas serta setiap penelitian menghasilkan 

suatu tujuan tertentu, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi keuangan daerah 

terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD). 

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengawasan melekat 

terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD). 

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip transparansi terhadap 

akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD). 
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4. Mengetahui modeling fit dari penerapan sistem informasi keuangan 

daerah, penerapan sistem pengawasan melekat dan penerapan prinsip 

transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Jika ditinjau dari tujuan penelitian yang telah diuraikan demi tercapainya 

sebuah penelitian yang dilakukan, maka manfaat penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menambah pengetahuan mengenai sistem informasi keuangan 

daerah, sistem pengawasan melekat dan prinsip transparansi terhadap 

akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

2. Untuk memberikan penjelasan mengenai sistem informasi keuangan 

daerah, sistem pengawasan melekat, dan prinsip transparansi adalah faktor 

yang sangat penting untuk diperhatikan agar akuntabilitas pengelolaan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat tercapai.   

3. Untuk menambah referensi bagi penelitian lain mengenai sistem informasi 

keuangan daerah, sistem pengawasan melekat dan prinsip transparansi 

terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Jika melihat dari uraian-uraian sebelumnya, maka sistematika pembahasan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I:  Pendahuluan 

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II: Kajian Pustaka 

Pada bab ini penulis akan membahas kajian pustaka dan landasan 

teori yang digunakan dan formulasi hipotesis dalam penelitian ini. 

BAB III: Metode Penelitian 

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang populasi dan 

penentuan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, 

identifikasi variabel, dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini.  

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis yang telah dirumuskan 

dan hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan dan hasil 

analisis terkait teori yang berlaku. 

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini penulis membahas tentang kesimpulan dari hasil 

analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, saran untuk 

penelitian sejenis berikutnya, dan implikasi penelitian. 
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 BAB II  

KAJIAN TEORITIK 

 

2.1 Logika Teoritik 

Sebelum membahas pengaruh antar variabel yang akan dibahas dalam 

penelitian ini, di sini akan terlebih dahulu dibahas tentang akuntabilitas. Menurut 

Rasul (2002) bahwa akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada 

otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap 

masyarakat luas dalam suatu organisasi. 

Aribowo (2007 dalam Widyaningsih, Triantoro dan Wiyantoro 2011) 

mengemukakan bahwa akuntabilitas menunjukkan kewajiban untuk melaporkan 

secara akurat dan tepat waktu tentang informasi yang terkait dengan 

pertanggungjawaban pemerintahan. Selain itu, menurut Sulistoni (2003 dalam 

Sopanah dan Wahyudi 2010),  pemerintahan yang accountable memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: (1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah 

secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat; (2) mampu memberikan 

pelayanan yang memuaskan bagi publik; (3) mampu memberikan ruang bagi 

masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan; (4) 

mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik 

secara proporsional; dan (5) adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja 

pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai 

derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. 



11 
 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu kegitan dikatakan 

memiliki akuntabilitas apabila kegiatan tersebut dapat dilaporkan hasilnya secara 

akurat, tepat waktu dan terbuka bagi masyarakat luas dan pihak pihak yang 

berkepentingan. Dengan kata lain, accountable berarti memiliki kemampuan 

melaporkan hasil secara akurat dan tepat waktu dan terbuka. 

 

2.1.1 Sistem Informasi Keuangan Daerah Berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan APBD 

Menurut Mardiyanto (2009), Sistem Informasi Keuangan / Finansial 

merupakan sistem informasi yang memberikan informasi kepada seluruh manager 

keuangan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Aktifitas-

aktifitas keluaran dari sistem informasi keuangan yaitu peramalan tren 

perekonomian masa depan, mengelola aliran dana yang melalui perusahaan dan 

mengendalikan keuangan perusahaan. 

Menurut Pasal 3 UU Nomor 33 Tahun 2004, informasi keuangan yang 

disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip: 1) akurat adalah suatu tindakan 

yang mencerminkan ketelitian, kecermatan dan ketepatan; 2) relevan adalah suatu 

keadaan yang sesuai dengan kondisi obyektif sekarang dan masa datang; dan 3) 

dapat dipertanggungjawabkan adalah suatu kondisi atau fakta yang dapat 

diperbandingkan secara angka nominal dan matematis. 

Menurut Kharisma (2012), fungsi utama dari sistem informasi keuangan 

daerah adalah: 1) membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan 

daerah yang mencakup perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban; 2) 
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menyusun laporan keuangan yang lebih efektif dan akurat; 3) menyimpan data 

keuangan untuk keperluan manajemen lainnya; dan 4) menyajikan informasi yang 

akurat, efektif dan efisien bagi pengguna laporan. 

Dikaitkan dengan uraian mengenai akuntabilitas, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan sistem informasi keuangan yang akurat akan mempengaruhi 

informasi/pengelolaan keuangan yang akurat juga, sehingga hasilnya dapat 

dipertangungjawabkan. Dengan adanya hasil yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan maka penerapan sistem informasi keuangan dapat 

berperan positif dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan APBD. 

 

2.1.2 Pengaruh Sistem Pengawasan Melekat terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan APBD 

Nawawi (1989 dalam Deutary 2012) mengemukakan bahwa pengawasan 

melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung 

terhadap pekerjaan dan hasil kerja bawahan agar dapat mencegah terjadinya 

penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, 

peraturan-peraturan, dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Fungsi 

pengawasan melekat merupakan proses atau usaha-usaha untuk mengawasi serta 

mengendalikan pegawai secara langsung yang dilakukan oleh setiap unsur 

pimpinan dalam suatu organisasi, sehingga dirasakan lebih efektif untuk mampu 

menjangkau semua lini dalam unit kerja yang ada. Sedangkan menurut Nawawi 

(1998), tujuan dari pengawasan melakat untuk mewujudkan daya guna, hasil 

guna, dan tepat guna dalam upaya mencapai sasaran-sasaran di dalam program-

program pemerintahan. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran 

akhir dari pengawasan melekat adalah menjaga agar tujuan organisasi dapat 

dicapai dengan maksimal dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi. Dengan demikian kegiatan yang dikawal dengan pengawasan melekat 

yang dilakukan terus-menerus oleh atasan secara langsung dapat menghasilkan 

keluaran yang akurat, karena terhindar dari penyimpangan-penyimpangan, dan 

dapat dipertanggungjawabkan karena lebih efektif dan efisien terhadap 

pencapaian tujuan kegiatan. 

Apabila pelaksanaan pengawasan melakat tersebut dapat membawa hasil 

yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengawasan melekat atas pengelolaan keuangan berkontribusi positif 

terhadap terwujudnya akuntabilitas pengelolaan APBD. Dengan kata lain 

pengawasan melekat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan 

APBD.  

 

2.1.3 Prinsip Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan APBD 

Menurut Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) dan 

Departemen Dalam Negeri (2002) mengemukakan bahwa transparansi adalah 

prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh 

informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang 

kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. 

Sedangkan transparansi menurut Mardiasmo (2002) yaitu keterbukaan pemerintah 
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dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui 

dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.  

Menurut Krina (2003) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai 

berikut: 1) penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-

biaya dan tanggung jawab; 2) kemudahan akses informasi; 3) menyusun suatu 

mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk 

membayar uang suap; dan 4) meningkatkan arus informasi melalui kerjasama 

dengan media massa dan lembaga non pemerintah. 

Menurut Silviana (2012) dua elemen penting dalam transparasi 

pemerintahan: 1) adanya akses, kemungkinan seseorang untuk mendapatkan 

informasi terhadap aktivitas pejabat pemerintahan; 2) adanya akurasi informasi, 

artinya informasi yang disampaikan sesuai dengan kenyataan atau valid. Dan 

Menurut Silviana (2012) tujuan transparasi dalam pemerintahan: 1) mengurangi 

apatisme masyarakat terhadap pribadi pejabat pemerintah; 2) memudahkan 

pelaksanaan audit atau pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah; 3) 

meminimalisasikan konflik kepentingan antara rakyat dengan pejabat pemerintah 

dan antar pejabat. 

Dengan adanya uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari 

penerapan prinsip transparansi di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan memberikan keleluasan kepada masyarakat dan pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam mendapatkan akses informasi yang diperlukan dengan 

berbagai media yang dimungkinkan. Dengan demikian penerapan prinsip 

transparansi terhadap pengelolaan keuangan akan mendorong terciptanya 



15 
 

keterbukaan publik atas pengelolan keuangan.  Mengingat keterbukaan publik 

atau kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang diperlukan 

menjadi bagian penting dari akuntabilitas, maka penerapan prinsip transparansi 

terhadap pengelolaan keuangan akan mendorong terciptanya akuntabilitas 

pengelolaan APBD. Dengan kata lain, penerapan prinsip transparansi atas 

pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolan 

APBD. 

Pengaruh sistem informasi keuangan daerah, penerapan sistem 

pengawasan melekat dan penerapan prinsip transparansi terhadap terciptanya 

akuntabiitas pengelolaan APBD dapat digambarkan dengan skema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

X1 Sistem informasi keuangan daerah 

X2 Sistem pengawasan melekat 

X3 Prinsip transparansi 

Y Akuntabilitas Pengelolaan APBD 

 

X1

X2

X3

Y
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2.2 Telaah Pustaka 

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya penting untuk diungkapkan 

karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat 

berguna bagi penulis. Penelitian terdahulu mengenai sistem informasi keuangan 

daerah dan sistem pengawasan melekat. Beberapa penelitian terdahulu tersebut 

adalah: 

1. Sopanah dan wahyudi (2010) melakukan penelitian yang berjudul 

pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi 

kebijakan publik terhadap hubungan anatara pengetahuan anggaran 

dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dalam penelitian ini, 

variabel yang dimiliki variabel bebas antara lain akuntabilitas publik, 

partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Sedangkan 

variabel terikatnya adalah pengetahuan anggaran dengan pengawasan 

keuangan daerah. Model penelitian akan diuji menggunakan multiple 

regression dengan bantuan software SPSS. Hasil yang dicapai adalah 

pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan 

APBD baik menurut sampel dewan atau masyarakat, interaksi 

pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas public berpengaruh signifikan 

terhadap pengawasan APBD, interaksi pengetahuan anggaran dengan 

partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan 

APBD. Namun ada satu yang memiliki pengaruh tidak signifikan yaitu 

interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan public 

terhadap pengawasan APBD. 
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2. Rahmanurrasjid (2008) melakukan penelitian yang berjudul akuntabilitas 

dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk 

mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah. hasil yang didapatkan 

bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban 

pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik didaerah. 

3. Martani dan Zaelani (2011) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh 

ukuran, pertumbuhan dan kompleksitas terhadap pengendalian intern 

pemerintah daerah. Dalam penelitian ini memiliki variabel bebas yaitu 

ukuran, pertumbuhan dan kompleksitas. Sedangkan variabel terikat yaitu 

pengendalian intern pemerintah daerah. Model tersebut akan diuji 

menggunakan metode multiple regression menggunakan OLS pada 

software E-views. Hasil yang memiliki pengaruh positif hanyalah pada 

pertumbuhan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah daerah dan 

yang memiliki pengaruh negatif yaitu ukuran dan kompleksitas terhadap 

pengendalian intern pemerintah daerah.  

4. Widyaningsih, Triantoro dan Wiyantoro (2011) melakukan penelitian 

mengenai hubungan efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah dan 

pengendalian intern dengan kualitas akuntabilitas keuangan: kualias 

informasi laporan keuangan sebagai variabel intervening. Dalam 

penelitian ini, variabel bebas yaitu efektivitas sistem akuntansi keuangan 

daerah dan pengendalian intern. Sedangkan variabel terikat yaitu kualitas 

akuntabilitas keuangan. Pengujiannya menggunakan bantuan software 

SPSS. 
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5. Wati (2007) melakukan penelitian mengenai analisis atas pengawasan 

fungsional pengaruhnya terhadap efektivitas pengelolaan keuangan 

daerah pada inspektorat kota Bandung. Dalam penelitian ini terdapat 

variabel bebas yaitu pengawsan fungsional dan variabel terikat yaitu 

efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil yang diperoleh adalah 

Pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 

pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandung. 

6. Antarwaman (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur 

kewenangan karakteristik sistem informasi keuangan daerah dan perilaku 

manajer terhadap cost consciousness. Dan hasil yang diperoleh struktur 

kewenangan karakteristik sistem informasi keuangan daerah dan perilaku 

manajer berpengaruh terhadap cost consciousness.  

7. Malichah (2010) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh kejelasan 

sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Didalam penelitian ini, 

memiliki variabel bebas yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian 

akuntansi, dan sistem pelaporan. Sedangkan variabel terikat yaitu 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. hasil yang diperoleh 

adalah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem 

pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

daerah. 

8. Deutari (2012) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh fungsi 

pengawasan melekat dan fungsi anggaran terhadap tata kelola yang baik 
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(good governance) di pemerintahan kota Tasikmalaya. Dalam penelitian 

ini, memiliki variabel bebas yaitu fungsi pengawasan melekat dan fungsi 

anggaran. Sedangkan variabel terikat yaitu tata kelola yang baik (good 

governance). Hasil yang diperoleh jika dilihat secara simultan fungsi 

pengawasan melekat dan fungsi anggaran berpengaruh terhadap tata kelola 

yang baik (good governance). 

 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan APBD 

Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu 

menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat 

waktu, dan dapat dipercaya. Maka pemerintah daerah dituntut memiliki sistem 

informasi yang andal. Jika sistem informasi akuntansi yang dimiliki masih lemah, 

kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut juga kurang andal. Oleh 

karena itu dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, 

pemerintah daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk 

pengembangan sistem informasi akuntansi, Wahyundaru (2001 dalam penelitian 

Atarwaman 2008). Sehingga hipotesis utamanya dirumuskan sebagai berikut: 

H1:Penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD. 

 



20 
 

2.3.2 Pengaruh Sistem Pengawasan Melekat terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan APBD 

Menurut Sulistoni (2003 dalam penelitian Sopanah dan Wahyudi 2010), 

pemerintah yang accountable memiliki ciri–ciri sebagai berikut: 1) mampu 

menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat 

kepada masyarakat; 2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 

publik; 3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses 

pembangunan dan pemerintahan; 4) mampu menjelaskan dan 

mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional; dan 5) 

adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui 

pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian 

pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.  

Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh 

dewan dan masyarakat berjalan secara efektif. Hal ini juga di dukung oleh 

pendapatnya Rubin (1996) yang menyatakan bahwa untuk menciptakan 

akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga 

masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD). 

Sehingga akuntabilitas publik yang tinggi akan dipengaruhi oleh fungsi 

pengawasan yang dilakukan oleh dewan, sehingga hipotesis utamanya dirumuskan 

sebagai berikut: 

H2: Sistem pengawasan melekat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan APBD. 
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2.3.3 Pengaruh Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

APBD 

Transparansi terkandung juga didalamnya secara tersirat bagaimana 

pemerintah daerah harus melaporkan rencana, pengelolaan dan juga laporan akhir 

yang berupa laporan keuangan anggaran-anggaran yang dibutuhkan dan juga 

digunakan oleh pemerintah daerah secara transparan sehingga masyarakat luas 

dapat ikut mengetahuinya. Hal ini diperkuat adanya pendapat Mardiasmo (2002) 

menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya 

akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan 

masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, 

akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sehingga 

hipotesis utamanya dirumuskan sebagai berikut: 

H3: Penerapan prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan APBD 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pengembangan hipotesis maka didapat kerangka model 

hubungan antar variabel penelitian yang akan diuji. Variabel independen adalah 

sistem informasi keuangan daerah, pengawasan melekat dan prinsip transparansi 

dan variabel dependen adalah akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD). Dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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  Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi   

Populasi adalah keseluruhan kelompok yang terdiri dari orang, peristiwa 

atau sesuatu yang ingin diteliti penulis. Populasi dalam penelitian ini adalah 

DPRD Kabupaten Rembang karena objek ini dapat mewakili dari seluruh 

keuangan di Kabupaten Rembang. 

 

3.1.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi. Menurut Widjaja (2005) bahwa 

administrasi diacukan sebagai kegiatan yang bersifat tulis-menulis tentang segala 

sesuatu yang terjadi dalam organisasi atau usaha. Kegiatan-kegiatan administrasi 

meliputi mengetik, mengirim surat, mencatat keluar dan masuknya, penyimpanan 

arsip, pekerjaan sekretariat lainnya (proses pelayanan), kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan.  

Maka dari itu, penelitian ini mengambil sampel bagian sekretariat DPRD 

kabupaten Rembang yang terdiri dari 60 pegawai sehingga data yang diperoleh 

lebih akurat atau tidak ada bias dalam mencapai hasil yang lebih besar. Dengan 

adanya 60 pegawai maka penulis menyebarkan kuesioner penelitian sebanyak 60 

kuesioner tapi yang kembali sebanyak 51 kuesioner. 
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3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.2.1 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer menurut Satria (2010) adalah data yang dikumpulkan langsung oleh 

peneliti dari para responden, dan bukan berasal dari pengumpulan data yang 

pernah dilakukan sebelumnya. Teknik pengumpulan data primer ini terdiri dari 

beberapa cara yaitu metode survei, metode purposive sampling dan kuesioner. 

Penyebaran kuesioner dilakukan untuk memperoleh data diri responden dan 

penilaian pengaruh penerapan sistem informasi keuangan daerah, sistem 

pengawasan melekat dan prinsip transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan 

APBD. Masing-masing variabel diukur dengan model Skala Likert yaitu 

mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidaksetujuannya terhadap 

pernyataan yang diajukan dengan skor 1 (STS=Sangat Tidak Setuju), 2 

(TS=Tidak Setuju), 3 (ATS=Agak Tidak Setuju), 4 (AS=Agak Setuju), 5 

(S=Setuju) dan 6 (SS=Sangat Setuju).   

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode survei, metode purposive sampling dan penyebaran 

kuesioner. Menurut Indriantoro dan Supomo (1999 dalam proposal Andriyani 

2012), metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang 

menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan adanya 

kontak atau hubungan antara peneliti dengan responden penelitian untuk 

memperoleh data yang diperlukan.  
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Sedangkan Cooper dan Schindler (2006) bahwa metode purposive 

sampling, sample yang diambil dengan kriteria atau ciri-ciri khusus yang memiliki 

hubungan yang erat dengan kriteria atau ciri-ciri populasi. Selain itu, menurut 

Bimo Walgito (1987), kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan yang 

harus dijawab atau dikerjakan oleh orang/anak yang ingin diselidiki atau 

responden.  

Penyebaran kuesioner disebarkan dengan survei langsung yaitu 

mendatangi satu per satu calon responden, melihat apakah calon memenuhi 

persyaratan sebagai responden, lalu menanyakan kesediaan untuk mengisi 

kuesioner. Prosedur ini sangat penting dilaksanakan karena peneliti ingin menjaga 

agar kuesioner hanya diisi oleh responden yang memenuhi syarat dan bersedia 

mengisi dengan kesungguhan. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dalam penilitian ini menggunakan alat statistik 

yaitu SPSS untuk menganalisis uji statistik deskriptif dan SmartPLS untuk analisis 

evaluasi model.  

Peneliti lebih cenderung menggunakan SmartPLS ketimbang dengan SPSS 

karena menurut Ghozali (2011), SmartPLS merupakan metode yang bisa 

menerima jumlah data sampel kecil yang dapat diasumsikan sebagai jumlah data 

sampel besar sehingga jumlah data sampel tersebut dapat dilakukan 

bootstrapping. Bootstrapping adalah pemilihan jumlah data sampel yang 

mendefinisikan seberapa sering model dilakukan penghitungan ulang.   
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3.3.1 Uji Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2011) menjelaskan bahwa dengan adanya uji statistik 

deskriptif ini dapat memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum. 

 

3.3.2 Uji Evaluasi Model 

Menurut Chin (1998 dalam ghozali 2011), model evaluasi PLS digunakan 

sebagai suatu alat analisis yang menentukkan hubungan antara variabel terikat 

dengan variabel bebas, pengujian yang digunakan adalah model pengukuran 

(outer model) dan struktural model (inner model). 

 
3.3.2.1 Model Pengukuran atau Outer Model 

3.3.2.1.1 Uji Reliabilitas 

Menurut Jogiyanto dan Willy (2009 dalam Ghozali 2011), bahwa uji 

reliabilitas bertujuan untuk menunjukan akurasi, konsistensi dan ketepatan suatu 

alat ukur dalam melakukan pengukuran. Pengukuran reliabilitas terhadap variabel 

dilakukan dengan menggunakan teknik Cronbach Alpha mempunyai kriteria yang 

digunakan untuk mengetahui reliabilitas adalah besarnya nilai Cronbach Alpha 

yang berkisar antara 0-1. Suatu instrumen dapat dikatakan reliable bila memiliki 

koefisien reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih.  
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3.3.2.1.2 Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2011) nilai convergen validity adalah nilai loading 

faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai yang diharapkan > 

0,7 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian menurut Chin (1998 

dalam Ghozali 2011) menyatakan bahwa untuk penelitian tahap awal dari 

pengembangan skala pengukuran nilai loading 0.5 sampai 0.6 dianggap cukup.  

Menurut Fornell dan Larcker (1981 dalam Ghozali 2011) mengatakan 

bahwa discriminant validity merupakan nilai crossloading pengukur konstruk. 

Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran 

konstruk lainnya, maka menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksikan 

dengan membandingkan nilai square root of average variance extracted (AVE) 

setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam model. Jika nilai 

akar kuadrat AVE setiap konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki 

nilai discriminant validity yang baik. 

 

3.3.2.2 Model Struktural atau Inner Model 

Menurut Ghozali (2011) pengujian inner model atau model struktural 

dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-

square (R2) dari model penelitian.  

 

3.3.2.2.1 Uji R-Square (R2) 

Menurut Ghozali (2011) dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan 

melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama 

dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk 
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menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten 

dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. 

 

3.3.2.2.2 Uji T-Statistik 

Menurut Ghozali (2011), uji t-statistik yaitu dengan membandingkan 

antara hasil t-hitung (t-statistik) dengan t- tabel. Dalam hal ini t-tabel ditentukan 

signifikan pada 0,05 (t-hitung > daripada t-tabel 1,66). 

 

3.3.3 Path-Coefficient 

Menurut Ghozali (2011), suatu model analisis jalur yang secara sistematis 

untuk membandingkan berbagai jalur yang bisa mempengaruhi secara langsung 

atau tidak langsung antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

Bab ini akan menyajikan hasil penelitian setelah semua data-data yang 

diperlukan dalam penelitian ini terkumpul. Berdasarkan teori yang ada, penulis 

akan menganalisis data yang telah dikumpulkan tersebut sesuai dengan pokok 

permasalahan dan hipotesis yang telah dikemukakan pada bab dua. Hasil 

pengolahan data merupakan informasi yang digunakan untuk mengetahui apakah 

hipotesis dapat diterima atau tidak. 

 

4.1   Hasil Pengumpulan Data 

 Pada bab ini berisi hasil dari pengumpulan data dengan memakai 

kuesioner. Adapun metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling dengan pengambilan sampel pada 

responden ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sampel dalam 

penelitian ini adalah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.  

Hasil pengumpulan data berupa kuisioner yang berhasil dikembalikan dan 

memenuhi syarat dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 
Hasil Pengumpulan Data Menggunakan Kuisioner Langsung 

 
Keterangan Jumlah 

Kuisoner yang disebar 60 

Kuisoner yang tidak kembali 9 

Kuisoner yang kembali 51 

Kuisoner yang pengisiannya tidak lengkap 0 

Kuisoner yang memenuhi syarat 51 

 

4.2   Deskripsi Responden 

Pengelompokan data berdasarkan identitas atau karakteristik responden 

diperoleh data yang berdasarkan usia, jenis kelamin, jabatan sekarang, masa kerja 

dan pendidikan. 

 

4.2.1 Usia Responden  

Diskripsi responden berdasarkan usia yang diperoleh melalui kuesioner 

dikelompokkan menjadi 3 kategori. Responden yang didapatkan secara rinci 

memiliki tingkat proporsi yang dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel  4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 
Usia (Dalam Tahun) Jumlah % 

18 - 21 tahun 1 2.0% 

22 - 24 tahun 4 7.8% 

> 25 tahun 46 90.2% 

Total 51 100.0% 
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Hal ini menunjukkan bahwa usia sampel yang diperoleh dalam penelitian 

ini sebagian besar (90,2%) adalah telah berusia dewasa yaitu  lebih dari 25 tahun. 

Hal ini disebabkan karena mereka telah memiliki pengalaman yang cukup besar, 

termasuk untuk menggunakan sistem informasi keuangan daerah. 

 

4.2.2 Jenis Kelamin Responden  

Hasil angket yang telah disebarkan diperoleh hasil seperti terlihat pada 

Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 
Jenis Kelamin Responden  

 
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-laki 30 58.8% 
Perempuan 21 41.2% 
Total 51 100.0% 

 

Berdasarkan hasil jawaban 51 pegawai bagian Sekretariat DPRD Kabupaten 

Rembang mayoritas adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 30 orang 

atau 58,8% dan sisanya sebesar 21 orang atau 41,2% berjenis kelamin perempuan.  

 

4.2.3 Jabatan Sekarang 

Hasil deskripsi tentang responden berdasarkan jabatan yang ditempati saat 

ini dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 
Jabatan Responden 

 
Jabatan Responden Jumlah Prosentase (%) 

Kasubag 9 17.6% 
Pelaksana 29 56.9% 

Staff 13 25.5% 
Total 51 100.0% 

 
Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang 

bekerja di Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang memiliki jabatan 

sebagai pelaksana yaitu sebesar 56,9%. Sedangkan pegawai yang lain menempati 

jabatan sebagai kasubag sebesar 17,6%, dan staff sebesar 25,5%.  

 

4.2.4 Masa Kerja  

Hasil deskripsi tentang responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat 

pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5  
Masa Kerja Responden 

 
Masa Kerja Jumlah Prosentase (%) 
1 - 2 tahun 14 27.5% 
3 - 4 tahun 21 41.2% 
5 - 6 tahun 3 5.9% 
> 6 tahun 13 25.5% 

Total 51 100.0% 
 

Ruang waktu masa kerja yang cukup, sama dengan orang yang telah 

memiliki pengalaman yang luas, baik hambatan maupun keberhasilannya. Durasi 

masa kerja yang lama juga akan membentuk pola kerja yang efektif, karena 

berbagai kendala yang muncul akan dapat dikendalikan berdasarkan 
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pengalamannya, sehingga pegawai yang berpengalaman akan dapat 

menyelesaikan pekerjannya dengan sebaiknnya. Berdasarkan tabel 4.5 dapat 

diketahui bahwa mayoritas responden yang bekerja di Bagian Sekretariat DPRD 

Kabupaten Rembang memiliki masa kerja antara 3 – 4 tahun yaitu sebesar 41,2%. 

Hal ini menunjukkan bahwa pegawai cukup berpengalaman dalam menjalankan 

tugas-tugas kepegawaiannya, sehingga akan berpengaruh terhadap kepuasan dan 

penggunaan dalam sistem informasi keuangan daerah. 

 

4.2.5 Berdasarkan Pendidikan 

Diskripsi responden berdasarkan pendidikan yang diperoleh melalui 

kuesioner dikelompokkan menjadi 4 kategori. Responden yang didapatkan secara 

rinci memiliki tingkat proporsi. Tingkat proporsi tersebut terlihat pada Tabel 4.6. 

     Tabel  4.6 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

 
PENDIDIKAN JUMLAH % 

D3 / Akademi 5 9.8% 
S1 41 80.4% 
S2 5 9.8% 
S3 0 0% 

Total 51 100.0% 

 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang 

bekerja di Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang berpendidikan terakhir 

lulusan Sarjana S1 yaitu sebesar 80,4%. Tingkat pendidikan formal pegawai 

pemerintah mayoritas adalah berpendidikan tinggi, sehingga akan meningkatkan 

dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah. 
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4.3. Deskripsi Variabel Penelitian 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan software SPSS versi 

17.0. Statistik deskriptif digunakan untuk peringkasan data dan penyajian hasil 

peringkasan data tersebut. Untuk mengukur gejala pusat dan variasi kelompok 

serta varians data dapat digunakan minimum, maksimum, mean, dan standar 

deviation. Hasil deskriptif variabel penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 

4.7. 

Tabel 4.7 
Deskriptif Variabel Penelitian  

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Sistem Informasi Keuangan 
Daerah 

51 2.71 5.43 4.6534 .66889 

Pengawasan Keuangan 
Daerah 

51 2.87 5.87 4.9778 .50976 

Prinsip Transparasi 51 2.08 6.00 4.1258 .76854 

Akuntabilitas Pengelolaan 
APBD 

51 2.20 6.00 4.3627 .77200 

 
Hasil deskriptif pada sistem informasi keuangan daerah (SKID) diperoleh 

nilai minimum 2,71, nilai maksimal 5,43; rata-rata sebesar 4,6534 dan standar 

deviasi sebesar 0,66889. Jika dilihat nilai rata-rata diatas 3,5 (nilai tengah antara 1 

dan 6), menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah di Kabupaten 

Rembang termasuk dalam kriteria yang baik, sehingga sistem informasi ini 

mampu memberikan informasi kepada seluruh manager keuangan yang berkaitan 

dengan aktivitas keuangan organisasi, yang dapat digunakan untuk peramalan tren 

perekonomian masa depan, mengelola aliran dana yang melalui organisasi dan 

mengendalikan keuangan pemerintah daerah. 
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Hasil deskriptif pada pengawasan keuangan daerah diperoleh nilai 

minimum 2,87, nilai maksimal 5,87, rata-rata sebesar 4,9778 dan standar deviasi 

sebesar 0,50976. Jika dilihat nilai rata-rata diatas 3,5 (nilai tengan antara 1 dan 6), 

menunjukkan bahwa sistem pengawasan keuangan daerah termasuk dalam kriteria 

yang baik, sehingga usaha-usaha untuk mengawasi serta mengendalikan pegawai 

secara langsung yang dilakukan oleh setiap unsur pimpinan dalam suatu 

organisasi, dirasakan telah efektif dan mampu menjangkau semua lini dalam unit 

kerja yang ada.  

Untuk variabel prinsip transparasi diperoleh nilai minimum 2,08, nilai 

maksimal 6,00, rata-rata sebesar 4,1258 dan standar deviasi sebesar 0,76854. Jika 

dilihat nilai rata-rata diatas 3,5 (nilai tengah antara 1 dan 6), menunjukkan prinsip 

transparasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Rembang dapat 

dikategorikan baik. Artinya informasi yang disampaikan anggota DPRD 

Kabupaten Rembang kepada publik telah transparan, mudah diakses, dan 

disampaikan tepat waktu. Dengan demikian masyarakat akan mengetahui 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-

hasil yang telah dicapai.  

Hasil deskriptif pada akuntabilitas pengelolaan APBD diperoleh nilai 

minimum 2,20 nilai maksimal 6,00, rata-rata sebesar 4,3627 dan standar deviasi 

sebesar 0,77200, menunjukkan bahwa akuntansibilitas pengelolaan APBD di 

Kabupaten Rembang termasuk dalam kriteria yang baik. Artinya dalam 

penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan di DPRD Kabupaten Rembang 

mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, 
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dan tepat kepada masyarakat; mampu memberikan pelayanan yang memuaskan 

bagi publik; mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam 

proses pembangunan dan pemerintahan; mampu menjelaskan dan 

mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional; dan 

adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.  

 

4.4. Uji Instrumen Penelitian 

Uji instrumen dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabilitas. 

Pengujian instrumen ini tidak dilakukan pada variabel yang diukur hanya 

menggunakan 1 butir pertanyaan, karena tidak dapat dihitung secara statistik. 

 

4.4.1. Uji Validitas 

Berikut ini uji validitas dengan menilai outer model yaitu untuk menilai 

apakah konstruk memiliki discriminant validity yang memadai dengan cara 

membandingkan korelasi indikator suatu konstruk dengan korelasi indikator 

lainnya. Jika korelasi indikator konstruk memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan 

dengan korelasi indikator tersebut terhadap konstruk yang lain maka dikatakan 

konstruk memiliki discriminant validity yang tinggi. 
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Table 4.8  
Initial Item Loadings and AVE  

 
Konstruk Variabel Butir  Cross 

Loading AVE 

Menghasilkan informasi akurat P1 0.526 
Hasil informasi sesuai kenyataan P2 0.745 
Menyediakan laporan sesuai kebutuhan P3 0.682 
Tata letak mudah dibaca P4 0.869 
Menyedikan informasi detil P5 0.846 
Menyediakan informasi relevan P6 0.606 
Informasi jelas untuk dimengerti P7 0.837 
memberikan kesimpulan sama pemakai P8 0.891 
Memilih informasi sesuai kebutuhan  P9 0.733 
Format laporan sesuai kebutuhan P10 0.762 
Mudah diakses P11 0.876 
Mudah dipahami P12 0.780 
Mudah digunakan P13 0.798 
Mudah dipelajari P14 0.696 
Mudah diimplementasikan P15 0.842 
Memiliki proses input yang mudah P16 0.783 
Menyediakan informasi terkini P17 0.710 
Informasi untuk pengambilan keputusan P18 0.876 
Menyediakan laporan  tepat waktu P19 0.897 
Menyediakan informasi saat diperlukan P20 0.913 
Penyedia melakukan kesanggupan  P21 0.895 
Penyedia menyediakan tepat waktu P22 0.898 
Mudah akses data yang diperlukan P23 0.780 
Informasi dapat diandalkan P24 0.717 
Informasi yang handal P25 0.844 
Menyediakan peralatan yang handal P26 0.891 
Menyediakan perangkat lunak handal P27 0.841 

SIKD 

Menyediakan dokumentasi handal P28 0.818 

0.657 

Prosedur membantu pencapaian akuntabilitas P29 0.788 
SDM memiliki kemampuan P30 0.858 
 Penyampaian laporan ke berbagai unit  P31 0.635 
review intern selama periode tertentu P32 0.726 
Bertolak dari motivasi meningkatkan efesiensi P33 0.607 
Menciptakan pelayanan yang transparan P34 0.855 
Keberhasilan pengawasan, kompetensi P35 0.843 
Member motivasi pencapaian tujuan P36 0.816 

  
 
 
 
PENGAWASAN 

Menciptakan keterbukaan  P37 0.808 

 
 
 
 
 
0.571 
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Table 4.8 
Initial Item Loadings and AVE (Lanjutan) 

 
Konstruk Variabel Butir  Cross 

Loading AVE 

Mengurangi penyimpangan dan kebocoran P38 0.783 
Pemisahan tugas bagian pengawasan P39 0.804 
Pencatatan didukung kebijakan  jelas P40 0.831 
Pengawasan memicu transparansi P41 0.864 
Dapat meminimalkan penyimpangan P42 0.669 

PENGAWASAN 

Faktor budaya kekonsisten pengawasan P43 0.501 

0.571 

Kebijakan meningkatkan transparansi P44 0.538 
Informasi tidak meningkatkan transparansi P45 0.764 
Mudah akses dokumen publik  P46 0.700 
Jarang dapat pengumuman kebijakan  P47 0.759 
Laporan pertanggungjawaban tepat waktu P48 0.753 
Sulit mengakses dokumen publik anggaran P49 0.791 
Dapat meningkatkan usulan rakyat P50 0.728 
Laporan pertanggungjawaban molor P51 0.658 
Sistem pemberian info transparansi P52 0.797 
Usulan diakomodasi tapi dimanipulasi P53 0.657 
Dapat meningkatkan usulan rakyat P54 0.788 

PRINSIP 
TRANSPARANSI 

Laporan pertanggungjawaban molor P55 0.728 

0.537 
 

Penyusunan melibatkan stakeholder P56 0.762 
Disajikan secara terbuka, cepat dan tepat P57 0.870 
Bukan merupakan barang rahasia P58 0.522 
Indicator kinerja mengevaluasi anggaran P59 0.863 
Pelaksanaan di awasi secara continue P60 0.859 
Menyertakan informasi masa lalu P61 0.713 
Evaluasi memperbandingkan dengan 
realisasi P62 0.798 

Informasi masa lalu tidak perlu disajikan P63 0.608 
Menyajikan kondisi sebenarnya P64 0.608 

AKUNTABILITAS 

Audit BPK ditemukan penyimpangan P65 0.551 

0.566 

 
 

Berdasarkan hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa hasil validitas 

telah memenuhi convergent validity karena menurut Ghozali (2011) semua 

loading factor berada di atas 0,5. Dengan demikian seluruh indikator pada 
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variabel sistem informasi keuangan Daerah, pengawasan keuangan daerah, prinsip 

transparasi dan akuntabilitas pengelolaan APBD dapat dinyatakan valid. 

 

4.4.2. Uji Reliabilitas  

Untuk menguji reliabilitas dari data konstruk dapat dilihat dari nilai 

composite reliability. Menurut Ghozali (2011) apabila suatu konstruk yang 

mempunyai nilai composite reliability besarnya diatas 0.70 maka konstruk 

dinyatakan reliable. Selain itu untuk mengetahui validitas konstruk dapat 

diketahui dengan cara menilai akar AVE (Average Variance Extracted). Menurut 

Ghozali (2011) suatu konstruk dibandingkan dengan konstruk lainnya. Model 

mempunyai discriminant validity yang cukup jika memiliki AVE > 0,5 dan akar 

AVE > 0,7. Hasil penelitian yang didapat dari hasil pengolahan data dengan PLS  

yang dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel  4.9 
Internal Composite Reliability and Correlation  

 
 ICR SIKD Pengawasan Transparansi Akuntabilitas 
SIKD 0.981 0.811    
Pengawasan 0.949 0.654 0.756   
Transparansi 0.933 0.590 0.539 0.733  
Akuntabilitas 0.927 0.762 0.786 0.687 0.756 

 

 Menurut Ghozali (2011) masing-masing variabel sangat reliable karena 

memiliki composite reliability yang tinggi di atas 0.70. Dan menurut Ghozali 

(2011) AVE pada seluruh konstruk lebih tinggi dari 0,5 dan akar AVE lebih besar 

dari 0,7 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki discriminant 

validity yang tinggi. 
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4.5.   Menilai Model Struktural Hasil Penelitian 

Menilai inner model adalah mengevaluasi hubungan antar konstruk laten 

atau variabel seperti yang telah dihipotesiskan dalam penelitian faktor-faktor yang 

mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD). Dari hasil pengolahan data dengan PLS didapatkan hasil yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 
Cross Loadings 

 
  SIKD Pengawasan Transparasi Akuntabilitas 

P1 0.755 0.434 0.475 0.526 

P2 0.745 0.342 0.336 0.403 

P3 0.682 0.531 0.411 0.480 

P4 0.869 0.609 0.553 0.669 

P5 0.846 0.584 0.490 0.653 

P6 0.606 0.557 0.465 0.668 

P7 0.837 0.538 0.449 0.608 

P8 0.891 0.686 0.449 0.696 

P9 0.733 0.496 0.470 0.417 

P10 0.762 0.401 0.337 0.412 

P11 0.798 0.568 0.505 0.495 

P12 0.780 0.511 0.397 0.502 

P13 0.876 0.678 0.517 0.715 

P14 0.897 0.675 0.516 0.719 

P15 0.876 0.742 0.503 0.668 

P16 0.710 0.645 0.506 0.600 

P17 0.783 0.749 0.607 0.802 

P18 0.842 0.664 0.611 0.674 

P19 0.696 0.406 0.508 0.529 

P20 0.717 0.723 0.584 0.664 

P21 0.780 0.857 0.502 0.703 

P22 0.898 0.813 0.557 0.782 

P23 0.895 0.696 0.497 0.625 
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Tabel 4.10 
Cross Loadings (Lanjutan) 

 
  SIKD Pengawasan Transparasi Akuntabilitas 

P24 0.913 0.635 0.512 0.674 

P25 0.818 0.674 0.450 0.681 

P26 0.841 0.656 0.521 0.702 

P27 0.891 0.809 0.673 0.975 

P28 0.844 0.462 0.345 0.531 

P29 0.409 0.788 0.295 0.527 

P30 0.220 0.726 0.290 0.381 

P31 0.241 0.635 0.303 0.375 

P32 0.333 0.858 0.437 0.538 

P33 0.667 0.607 0.437 0.680 

P34 0.439 0.855 0.427 0.625 

P35 0.437 0.843 0.432 0.563 

P36 0.446 0.816 0.561 0.672 

P37 0.372 0.808 0.358 0.545 

P38 0.289 0.783 0.266 0.444 

P39 0.226 0.804 0.271 0.394 

P40 0.407 0.831 0.385 0.594 

P41 0.446 0.864 0.346 0.663 

P42 0.173 0.669 0.194 0.340 

P43 0.238 0.501 0.108 0.046 

P44 0.565 0.538 0.790 0.676 

P45 0.351 0.431 0.764 0.530 

P46 0.514 0.644 0.700 0.575 

P47 0.429 0.629 0.759 0.753 

P48 0.589 0.844 0.753 0.843 

P49 0.413 0.587 0.791 0.738 

P50 0.447 0.504 0.728 0.540 

P51 0.244 0.585 0.658 0.623 

P52 0.546 0.490 0.797 0.577 

P53 0.293 0.389 0.657 0.622 
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Tabel 4.10 
Cross Loadings (Lanjutan) 

 
  SIKD Pengawasan Transparasi Akuntabilitas 
P54 0.373 0.469 0.645 0.459 
P55 0.260 0.538 0.728 0.659 
P56 0.677 0.989 0.788 0.762 
P57 0.580 0.763 0.443 0.870 
P58 0.504 0.532 1.093 0.522 
P59 0.622 0.849 0.588 0.863 
P60 0.766 1.027 0.525 0.859 
P61 0.486 0.826 0.585 0.713 
P62 0.585 0.933 0.865 0.798 
P63 0.357 0.657 0.909 0.608 
P64 0.589 0.815 0.511 0.865 
P65 0.342 0.582 0.735 0.551 
 

4.5.1 Uji R-Square 

Untuk menilai pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten 

dependen apakah mempunyai pengaruh substantif. Pengaruh substantif tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 
R-Square (R2) Value  

 
Construct R Square (R2) 

Akuntabilitas 0.767 
 

4.6. Hasil Pengujian Hipotesis 

Setelah mengetahui dan melakukan berbagai uji yang telah dipaparkan 

sebelumnya maka didapatkan hasil pengujian hipotesis. Berikut adalah hasil uji 

hipotesis yang terdiri dari path coefficient dan t-Value yang disajikan dalam Tabel 

4.12. 
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Tabel  4.12 
Path Coefficients and t-Values  

 
Hipotesis Deskripsi 

 
Jalur 

Koefisien 
 Nilai t Hasil  

H1 SIKD  Akuntabilitas 
 0.324 3.009* Mendukung 

H2 Pengawasan  Akuntabilitas 
 0.432 3.706* Mendukung 

H3 Prinsip Transparansi   Akuntabilitas 
 0.263 3.273* Mendukung 

* : Signifikan pada level 5% dimana t-hitung > t-tabel (1 sisi: 1,66) 
 

Menurut Solikhah, Rohman dan Meiranto (2010), hasil dapat dibaca 

dengan melakukan uji t-statistik yaitu dengan membandingkan antara hasil t-

hitung (t-statistik) dengan t-tabel. Dalam hal ini t tabel ditentukan signifikan pada 

0,05 (t-hitung > daripada t-tabel 1,66).  

Dengan adanya tabel 4.12 tersebut di atas, maka dapat disajikan seperti 

Gambar 4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar: 4.1 Model Hasil Penelitian 
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4.6.1 Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas 

pengelolaan APBD 

 Setelah melakukan pengujian terhadap data maka didapatkan hasil bahwa 

pengaruh sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD, terbukti dari hasil Inner Model 

mempunyai t-statistik sebesar 3,009.  Jadi t-statistik > dari t-tabel signifikan pada 

0,05 (t-statistik > t-tabel 1,66). Ini berarti bahwa Hipotesis1 (H1) yang 

menyatakan bahwa  “penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh 

positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD”. 

 Semakin baik penerapan sistem informasi keuangan daerah maka sistem 

ini akan memberikan manfaat yang lebih banyak seperti membantu pemerintah 

daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, 

pengelolaan dan pertanggungjawaban; menyusun laporan keuangan yang lebih 

efektif dan akurat; menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen 

lainnya; dan menyajikan informasi yang akurat, efektif dan efisien bagi pengguna 

laporan. Penerapan sistem informasi keuangan daerah yang akurat akan 

mempengaruhi informasi/pengelolaan keuangan yang akurat juga, sehingga 

hasilnya dapat dipertangungjawabkan. Hal ini, juga terbukti dari hasil Inner 

Model yang lain yaitu mempunyai path-coefficient sebesar 0,324. Ini berarti 

bahwa “penerapan sistem informasi keuangan daerah yang ada mampu 

memprediksi akuntabilitas pengelolaan APBD”. 
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4.6.2. Pengaruh Sistem Pengawasan Melakat Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan APBD 

 Setelah melakukan pengujian terhadap data maka didapatkan hasil bahwa 

pengaruh sistem pengawasan melekat terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD 

mempunyai t-statistik sebesar 3,706.  Jadi t-statistik > dari t-tabel signifikan pada 

0,05 (t-statistik > t-tabel 1,66), ini berarti bahwa Hipotesis2 (H2) yang menyatakan 

terbukti bahwa  “Sistem pengawasan melekat berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan APBD.”  

Menurut Rubin (1996) yang menyatakan bahwa untuk menciptakan 

akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga 

masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD). 

Sehingga akuntabilitas publik yang tinggi akan dipengaruhi oleh fungsi 

pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Oleh karena itu, pemerintah dikatakan 

memiliki akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik jika pemerintah tersebut 

mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat 

dan tepat kepada masyarakat; mampu memberikan pelayanan yang memuaskan 

bagi publik; mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam 

proses pembangunan dan pemerintahan; mampu menjelaskan dan 

mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional; dan 

adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui 

pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian 

pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Akuntabilitas publik akan tercapai 

jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara 
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efektif. Hal ini, juga terbukti dari hasil Inner Model yang lain yaitu mempunyai 

path-coefficient sebesar 0,432. Ini berarti bahwa “Sistem pengawasan melekat 

yang ada mampu memprediksi akuntabilitas pengelolaan APBD”. 

 

 

4.6.3. Pengaruh Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

APBD 

 Setelah melakukan pengujian terhadap data maka didapatkan hasil bahwa 

pengaruh prinsip transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD 

mempunyai t-statistik sebesar 3,273.  Jadi t-statistik > dari t-tabel signifikan pada 

0,05 (t-statistik > t-tabel 1,66), ini berarti bahwa Hipotesis3 (H3) yang menyatakan 

terbukti bahwa  “Penerapan  prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan APBD”. 

Menurut Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan 

keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability 

antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan 

daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi 

dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi di 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

memberikan keleluasan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam mendapatkan akses informasi yang diperlukan dengan berbagai media yang 

dimungkinkan. Dengan demikian penerapan prinsip transparansi terhadap 

pengelolaan keuangan akan mendorong terciptanya keterbukaan publik atas 
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pengelolan keuangan. Mengingat keterbukaan publik atau kemudahan masyarakat 

dalam mendapatkan informasi yang diperlukan menjadi bagian penting dari 

akuntabilitas, maka penerapan prinsip transparansi terhadap pengelolaan 

keuangan akan mendorong terciptanya akuntabilitas pengelolaan APBD. Hal ini, 

juga terbukti dari hasil Inner Model yang lain yaitu mempunyai path-coefficient 

sebesar 0,263. Ini berarti bahwa “penerapan  prinsip transparansi yang ada 

mampu memprediksi akuntabilitas pengelolaan APBD”. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. 

Hal ini berarti sistem informasi keuangan daerah yang semakin akurat 

akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, dan 

sebaliknya jika sistem informasi keuangan daerah sulit diakses oleh 

masyarakat, maka akuntabilitas pengelolaan APBD juga semakin buruk. 

2. Sistem pengawasan melekat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Hal ini berarti 

sistem pengawasan yang semakin baik merupakan kontrol publik terhadap 

pengelolaan keuangan daerah sehingga sistem pengelolaan APBD menjadi 

semakin meningkat. 

3. Penerapan  prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Hal ini berarti 

penerapan prinsip transparansi yang semakin terbuka terhadap pengelolaan 

keuangan akan mendorong terciptanya akuntabilitas pengelolaan APBD 

yang semakin akuntabel. 

 



49 
 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Selama melakukan penelitian penulis menemukan keterbatasan yang 

disebabkan oleh pihak internal dan pihak eksternal. Berikut adalah keterbatasan 

yang ditemukan oleh penulis: 

1. Penelitian ini mengambil obyek yang terbatas yakni pada Sekretariat 

DPRD Kabupaten Rembang. 

2. Sebagian karyawan tidak mengetahui secara mendalam tentang sistem 

informasi keuangan daerah yang telah berjalan pada Sekretariat DPRD 

Kabupaten Rembang padahal karyawan tersebut merupakan bagian yang 

seharusnya mengerti tentang sistem informasi keuangan daerah, sehingga 

hal ini mempengaruhi dalam pengisian kuesioner. 

 

5.3  Saran 

Dari kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijabarkan diatas, maka 

penulis dapat memberikan beberapa saran yang bisa digunakan untuk perbaikan 

pada penelitian berikutnya, yaitu: 

1. Bagi sekretariat DPRD kabupaten Rembang, hendaknya dalam 

meningkatkan kinerja sistem informasi keuangan daerah, yang relevan, 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.  Selain itu fungsi pengawasan 

pada anggota Dewan hendaknya dapat berjalan dengan baik sehingga 

proses atau usaha-usaha untuk mengawasi serta mengendalikan pegawai 

secara langsung yang dilakukan oleh setiap unsur pimpinan dalam suatu 

organisasi, sehingga dirasakan lebih efektif untuk mampu menjangkau 
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semua lini dalam unit kerja yang ada. Selain itu proses penyusunan APBD 

ini hendaknya lebih transparan kepada publik dengan menyediakan 

berbagai akses informasi yang mudah. 

2. Penelitian ini mengambil obyek yang terbatas yakni pada Sekretariat 

DPRD Kabupaten Rembang. Pada peneliti berikutnya perlu dilakukan 

pengamatan dengan obyek yang lebih luas, sehingga lebih dapat dijadikan 

acuan bagi kepentingan generalisasi permasalahan. 
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